
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR  16 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016 TBNTANG
KEDUDURAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, F`UNGSI DAN TATA KERJA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang   :   a.   bahwa  dalam  rangka  optimalisasi  kinerja  pegawai,  serta  untuk
penyesuaian    program    pada    Dinas    Pemuda,    01ahraga    dan
Pariwisata     Kabupaten     Sanggau,     maka     perlu     melakukan
penyesuaian   dan/atau   perubahan   terhadap   Peraturan   Bupati
Nomor 54 Tahun  2016 tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi,
Tugas,   Fungsi   dan   Tata   Kerja   Dinas   Pemuda,   Olahraga   dan
Pariwisata Kabupaten Sanggau;

b.   bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf a,  perlu menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda,
01ahraga dan Pariwisata Kabupaten Sanggau;

Mengingat     :    1.   Undang-Undang   Nomor    27   Tahun    1959    tentang    Penetapan
Undang-Undang     Darurat     Nomor    3     Tahun     1953     tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   1959   Nomor  72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.   Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014   tentang  Aparatur  Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5587),  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah,  terakhir dengan
Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2020   tentang   Cipta   Kerja
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
5887),  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah
Nomor  72   Tahun   2019   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia
Tahun  2019  Nomor  187,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6402);
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5.   Peraturan   Daerah   Kabupaten   Sanggau   Nomor   8   Tahun   2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (I,embaran
Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2016  Nomor  8,  Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Nomor  8),   sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2020
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2020  Nomor  3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

6.   Peraturan   Bupati   Sanggau   Nomor   54   Tahun   2016   tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja
Dinas   Pemuda,   0lahraga   dan   Pariwisata   Kabupaten   Sanggau
(Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan  :    PERATURAN    BUPATI   TENTANG    PERUBAHAN   ATAS    PERATURAN
BUPATI  NOMOR 54 TAHUN  2016 TENTANG  KEDUDUKAN,  SUSUNAN
ORGANISASI,  TUGAS,  F`UNGSI  DAN  TATA  KERJA  DINAS  PEMUDA,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Bupati Nomor 54 Tahun  2016
tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas,  Ftrngsi  dan  Tata
Kerja  Dinas  Pemuda,  01ahraga  dan  Pariwisata  Kabupaten  Sanggau
(Berita  Daerah  Kabupaten  Sanggau Tahun  2016  Nomor  54),  diubah
sebagai berikut:

1.   Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2.   Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan

perwakilan   rakyat   daerah   dalam   penyelenggaraan   urusan
pemerintahan     yang     menjadi      kewenangan      Pemerintah
Kabupaten Sanggau.

3.   Urusan  Pemerintahan  adalah  kekuasaan  pemerintahan  yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh   kementerian   negara   dan   penyelenggara   pemerintahan
daerah   untuk  melindungi,   melayani,   memberdayakan,   dan
menyej ahterakan masyarakat.

4.   Bupati adalah Bupati Sanggau.
5.   Sekretaris    Daerah    adalah    Sekretaris    Daerah    Kabupaten

San88au.
6.   Dinas    adalah    Dinas    Pemuda,    01ahraga    dan    Pariwisata

Kabupaten Sanggau.
7.   Kepala  Dinas  adalah  Kepala  Dinas  Pemuda,   01ahraga  dan

Pariwisata Kabupaten Sanggau.
8.   Sekretaris  adalah   Sekretaris  Dinas  Pemuda,   01ahraga  dan

Pariwisata Kabupaten Sanggau.
9.   Jabatan  Pelaksana adalah  sekelompok pegawai  aparatur  sipil

negara   yang   bertanggung   jawab   melaksanakan    kegiatan
pelayanan    publik    serta    administrasi    pemerintahan    dan
pembangunan.
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10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Upr adalah
unsur   pelaksana   teknis   pada   dinas   yang   melaksanakan
kegiatan     teknis    operasional    dan/atau    kegiatan    teknis
penunjang tertentu.

2.   Ketentuan  ayat  (3)  Pasal  5  diubah,  sehingga  Pasal  5  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(1)  Sekretariat  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3   huruf  a
membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
a.   Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b.   Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas

Kinerja.
(2)  Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

kepala subbagian.
(3)  Subbagian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  membawahi

Jabatan    Pelaksana    yang    jumlahnya    sesuai    kebutuhan
berdasarkan analisis beban kerja.

3.   Ketentuan  ayat (1)  dan  ayat  (3)  Pasal 7  diubah,  sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)  Bidang Kepemudaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
a.   Seksi pemberdayaan Kepemudaan;
b.   Seksi  Pembinaan  Organisasi  Kepemudaan  dan  Pramuka;

dan
c.    Seksi Kemitraan pemuda.

(2)  Seksi   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   dipimpin   oleh
kepala seksi.

(3)  Seksi    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    membawahi
Jabatan    Pelaksana    yang    jumlahnya    sesuai    kebutuhan
berdasarkan analisis beban kerja.

4.   Ketentuan  ayat  (3)  Pasal  9  diubah,  sehingga  Pasal  9  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 9

(1)  Bidang Keolahragaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
a.   Seksi Pembudayaan dan Pembinaan Olahraga;
b.   Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
c.   Seksi lnfrastruktur dan Kemitraan olahraga.

(2)  Seksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dipimpin   oleh
kepala seksi.

(3)  Seksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    membawahi
Jabatan    Pelaksana    yang   jumlahnya    sesuai    kebutuhan
berdasarkan analisis beban kelja.
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5.   Ketentuan  ayat  (3)  Pasal  11  diubah,  sehingga  Pasal  11  berbunyi
sebagai berikut:

Pasal  1 1

(1)  Bidang Pariwisata membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
a.   Seksi pengembangan Destinasi pariwisata;
b.   Seksi Pemasaran Pariwisata; dan
c.    Seksi    Ekonomi    Kreatif    dan    Sumber    Daya    Manusia

Pariwisata.
(2)  Seksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dipimpin   oleh

kepala seksi.
(3)  Seksi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)    membawahi

|Jabatan    Pelaksana    yang    jumlahnya    sesuai    kebutuhan
berdasarkan analisis beban kerja.

6.   Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal  13

(1)  Kelompok  Jabatan  Fungsional  berkedudukan  sebagai  unsur
pembantu  Kepala  Dinas  dalam  menyelenggarakan  tugas  dan
fungsinya.

(2)  Kelompok  Jabatan  Fungsional  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(3)  Kelompok  Jabatan  Fungsional  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat    (1)    dikoordinir   oleh    tenaga   fungsional    senior   yang
diangkat     dan     ditetapkan     oleh     Kepala     Dinas     dengan
memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.

(4)  Kelompok   Jabatan   F`ungsional   dalam   melaksanakan   tugas
bertanggung jawab  kepada  Kepala  Dinas  melalui  Sekretaris
atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.

(5)  Kelompok  Jabatan  Fungsional  terdiri  dari   sejumlah  tenaga
fungsional  yang  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan,  analisis
beban  kerja,  kemampuan  keuangan  Daerah  dan  ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6)  Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

7.   Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Seksi  Pemberdayaan  Kepemudaan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas  bidang  kepemudaan  dalam  penyiapan  dan   penyusunan
bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,
evaluasi     dan     pelaporan     pelaksanaan     kebijakan     dibidang
pemberdayaan   kepemudaan,   serta   tugas   lain   yang   diberikan
Kepala Bidang Kepemudaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang
tugas dan fungsinya.
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8.   Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi     Pembinaan     Organisasi     Kepemudaan     dan     Pramuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b mempunyai
tugas  melaksanakan  sebagian  tugas  bidang  kepemudaan  dalam
penyiapan   dan   penyusunan   bahan   perumusan,    koordinasi,
pembinaan,    fasilitasi,    pemantauan,    evaluasi    dan    pelaporan
pelaksanaan      kebijakan      dibidang      pembinaan      organisasi
kepemudaan dan pramuka, serta tugas lain yang diberikan Kepala
Bidang Kepemudaan  maupun  Kepala Dinas  sesuai  bidang tugas
dan fungsinya.

9.   Ketentuan     dalam     Lampiran     diubah,     sehingga     berbunyi
sebagaimana tercantum dalaln Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal  11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan  Bupati  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah
Kabupaten Sanggau.

Ditefapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI
Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMARA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 16

Pembina (IV/ a)
NIP.  19770315 200502 2 002
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR      :  16TAHUN2021
TENTANG  : PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN

BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG                  KEDUDUKAN ,
SUSUNAN  0RGANISASI, TUGAS,
FUNGSI     DAN     TATA     KERJA
DINAS     PEMUDA,     OLAHRAGA
DAN   PARIWISATA   RABUPATEN
SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OIAHRAGA
DAN PARIVISATA KABUPATEN SANGGAU
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Pembina (IV/a)
NIP.19770315 200502 2 002

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


